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A. PENDAHULUAN
Krisis bangsa yang kemudian menjelma menjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memberikan kesan bahwa berbagai sistem dan sub sistem yang ada dalam tatanan kehidupan bernegara, seolah-olah tidak mampu lagi mengakomodasikan berbagai tantangan yang dihadapi. Demikian juga, aparatur pemerintahan yang semula diciptakan untuk memberikan keteraturan dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 45, seolah-olah sudah jenuh dan memerlukan sebuah perombakan.

Sejalan dengan bergeloranya arus reformasi dan globalisasi, tuntutan akan penciptaan aparatur negara (pemerintah) yang baik (good Governance) serta memiliki visi kerakyatan pun semakin menguat. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan tersebut sudah berada pada titik yang sangat memperihatinkan. Merebaknya kasus KKN yang diduga kuat melibatkan sejumlah pejabat negara merupakan suatu bukti bahwa penyelenggara pemerintahan hingga saat ini belum mampu menjalankan amanat rakyat yang telah digenggamnya. Oleh karena itu, sudah tidak pada tempatnya jika bangsa ini membiarkan/menunda pelaksanaan good governance.            

Berbagai tuntutan eksternal dan kondisi internal masyarakat Indonesia serta berbagai kebijakan pemerintah yang mulai membuka berbagai kebijakan yang mengarah kepada iklim demokrasi merupakan salah satu tantangan pemerintah, khususnya dalam menghadapi abad 21. Tanpa adanya upaya untuk merespon berbagai kecenderungan ini, maka keterpurukanlah yang akan terjadi serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Artikel ini mendeskripsikan tentang pentingnya pelaksanaan good governance dalam persepktif etis dikaitkan dengan perilaku aparatur sebagai bagian dari penciptaan pemerintahan yang bersih bebas dari KKN.
B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Esensi Good Governance
Istilah ‘good governance’ di Indonesia kembali mengemuka sejalan dengan merebaknya arus reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa dan kaum intelektual. Khasanah teoritis dan praktis dari konsep tersebut kemudian merambah keberbagai wilayah termasuk kalangan aparatur negara yang dianggap sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pemerintahan. Wancana tersebut kemudian menjadi sangat menarik untuk dicermati ketika persoalan krisis bangsa: seperti merebaknya kasus KKN, terpuruknya ekonomi, ketimpangan sosial yang semakin menggejala, fenomena kemiskinan yang semakin merata, krisis politik yang berkepanjangan dan lain-lain dianggap sebagai persoalan nasional yang urgen untuk diselesaikan. 

Dalam pandangan UNDP (1996), good governance diterjemahkan sebagai “governance can be seen as the exercise of outhority to manage all aspects of a country’s affair at all levels in all spheres (public, private, civic)…it comprises the mechanisms, proces. Tesis itu dibangun di atas dasar fakta empiris bahwa pertama, adanya korelasi positif antara dinamika dan kinerja pembangunan sumber daya manusia dengan kualitas governance, seperti yang ditunjukan oleh suksesnya negara-negara maju. Kualitas governance yang baik ternyata menghasilkan kinerja pembangunan yang baik dan sustainable. Kedua, kebijakan dan instrumen yang dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial belakangan ini pada kenyataannya belum mampu menunjukan hasil yang maksimal. Menguatnya fenomena kemiskinan dan ketimpangan sosial, terpuruknya perekonomian dan krisis politik yang berkepanjangan seperti dijelaskan di atas, menunjukan rendahnya efektivitas kebijakan dan buruknya perilaku aparatur dalam menterjemahkan pelayanan yang diberikan pada masyarakat.
Menurut UNDP (1997), sebuah governance disebut ‘good’ bila mempunyai karakteristik: partisipatif, rule of law, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus, equity, efektif, dan efisien, akuntable, bervisi strategis, legitimasi, resaurces prudence, empowering dan enabling, kemitraan dan berorientasi pada masyarakat.

Mustopadidjadja (1999) dan Rasyid (2000), merekomendasikan 6 (enam) karakteristik good governance yang harus menjadi acuan dalam mengarahkan kebijakan sistem pemerintahan yaitu pertama, adanya kepastian hukum, keterbukaan, profesional dan memiliki akuntabilitas. Kedua, menghormati hak asasi manusia. Ketiga, dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada  masyarakat tanpa diskriminasi. Keempat, mampu mengakomodasi kontrol sosial masyarakat. Kelima, partisipasi, otoaktivitas dan desentralisasi dan keenam, berkembangnya sistem checks and balances.

Taschereau dan Compos (UNDP, 1997), menyatakan bahwa “Tata kepemerintahan  yang baik  merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yaitu Government, Civil Society, dan Business”. Tiga unsur itulah (Government, Private Sector dan Civil Society) yang menjadi komponen pelaku dalam negara, untuk menciptakan suatu sinergi sehingga tercipta suatu kesejahteraan dalam masyarakat. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri mewadahi interaksi sosial politik dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan politik.
Miftah Thoha (2000) menggaris bawahi Gutmann dan Thompson (1996) bahwa prinsip demokratis yang melekat pada good governance meletakan urgensi untuk menempatkan kekuasaan ditangan rakyat bukan ditangan penguasa. Kemudian, tidak adanya rasa takut untuk memasuki suatu perkumpulan atau serikat sesuai dengan kebutuhan hati nurani, dan terakhir dihargainya moral perbedaan pendapat. Sementara itu, Gruber (1987), menulis bahwa demokrasi dalam tata kepemerintahan itu berwujud “Control of government by the governed”.    

Sejalan dengan pemikiran, Riyaas Rasyid dan Mostopadidjaja yang menempatkan aparatur pemerintah sebagai ujung tombak penyelenggaraan good governance  yang bersih dari KKN tampaknya perlu juga ditelusuri sampai sejauh mana bahaya perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat penting untuk dikaji mengingat perbuatan tersebut sangat inheren dengan perilaku aparatur itu sendiri.

2. Esensi Etika Birokrasi

Secara sederhana etika (ethics) dapat dipahami sebagai seperangkat sistem nilai terhadap sesuatu yang dianggap baik, seharusnya dan dengan demikian menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Rohr (Holbrook dan Meier, 1993) mendefiniskan etika birokrasi sebagai perilaku yang mencerminkan keadilan, kejujuran dan kesempatan yang sama dalam kehidupan. Kebutuhan etis dalam birokrasi setidaknya disebabkan oleh kebutuhan untuk mewujudkan birokrasi yang (berkinerja) baik. Birokrasi yang dilingkupi situasi tidak etis cenderung menunjukkan perilaku yang patologis seperti menutup diri, kaku, angkuh, jauh dari warga, lamban, boros dan tidak efektif. 

Henry (Makmur, 2003) menyebut kebutuhan etika birokrasi disebabkan oleh tiga situasi, yakni: 
a. Munculnya dikotomi yang semakin tegas antara birokrasi (administrasi publik) dengan politik yang melahirkan perspektif baru manusia sebagai homo administratikus dan homo ethicus di samping persepektif sebagai homo economicus dan zoon politicon yang lebih dulu dikenal. 
b. Munculnya teori pembuatan keputusan yang memungkin birokrasi sebagai bagian integral sistem kenegaraan untuk memproduksi keputusan. Keputusan-keputusan yang diterbitkan birokrasi dan menyangkut hajat hidup orang banyak sudah selayaknya mempertimbangkan aspek-aspek etis agar keputusan yang diambil dapat menunjukkan wajahnya yang manusiawi dan tidak hitam putih. 

c. Terjadi serangan balik budaya, yakni kritik terhadap state of the art administrasi publik yang dianggap tidak manusiawi, terlampau teknokratik, impersonal dan tak berwajah.  

 
Sementara Titus (Makmur, 2003), menyebutkan argumentasi bahwa etika perlu menjadi spirit code of conduct bagi birokrasi karena: 
a. Etika diperlukan sebagai metode untuk menemukan cara yang benar dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa. 
b. Etika diperlukan sebagai kode moral dalam masyarakat meliputi prosedur, prinsip dan aturan perilaku.

c. Etika dapat mendorong manusia menuju kesejatian hidupnya, yakni perilaku yang didasarkan pada nilainilai kebaikan universal. 

d. Sistem etika juga tetap perlu dikritik secara wajar, agar nilai-nilai etis dapat berkembang kompatibel (selaras) menyesuaikan perkembangan zaman.

Menurut The Liang Gie (Makmur, 2003) asas-asas pokok dalam sistem nilai (etika) administrasi modern harus memuat aspek tanggung jawab, aspek pengabdian, aspek kesetiaan, aspek persamaan, aspek kepantasan.
C. METODE
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif (Moleong, 2001). Tujuan penelitian kualitatif berupaya untuk memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Grana, 2009).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Good Governance dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi  
Mengamati berbagai gejala kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang memiliki lingkup dan kompleksitas yang sangat luas, pemerintahan tampaknya masih menghadapi persoalan serius. Jika dicermati secara komprehensip, maka penulis mendeteksi sejumlah efek negatif akibat tindak pidana KKN yang dialami oleh masyarakat dan negara, antara lain, pertama terjadinya efek metastarik yang melanda kalangan pejabat pemerintah. Metastarik menunjuk pada proses penyebaran sel-sel kanker, sejumlah sel yang tumbuh abnormal melalui proses yang tidak sehat. Pejabat-pejabat yang korup dapat diibaratkan sebagai sel kanker yang membesar ini. Dimata rakyat mereka tampak sebagai tuan besar yang ditakuti, tetapi sesungguhnya merekalah yang menggerogoti sumber daya dan dana masyarakat dan pada akhirnya menghancurkannya tanpa ampun.  

Kedua, terjadinya efek perkomplotan yang diduga kuat melibatkan sejumlah pejabat negara, yang kemudian melahirkan sindikat koruptor yang sangat “professional”.  Implikasinya, pemerintahan cukup kerepotan menghadapi sindikat semacam ini.

Ketiga, munculnya efek pelepasan dalam kejahatan korupsi. Hal ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari kejahatan korupsi, karena korupsi senantiasa disertai dengan pemberian barang, bangunan atau jasa yang timbul dari transaksi yang korup, efek ini  bisa merembet.  
Keempat merebaknya efek penghilangan potensi. Efek ini terjadi karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk proyek-proyek  pembangunan yang kemudian menghilangkan alternatif  yang sehat dan lebih baik. Begitu banyak contoh kasus dimana korupsi telah melemahkan potensi negara dan masyarakat. Efek penghilangan potensi juga tidak hanya berkaitan dengan hal-hal kuantitatif melainkan  bisa menyangkut segi kualitatif masyarakat; korupsi semacam ini terkadang bisa membuat  masyarakat frustasi sehingga terjadilah pergeseran nilai (transvaluation) yang membuat banyak orang lalu menganggap  bahwa korupsi  dapat dibenarkan. 

Kelima, munculnya Efek Transmutasi. Efek ini merupakan implikasi psikologis terhadap kejahatan korupsi, dimana orang menganggap bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang menguntungkan. Sehingga orang berlomba-loba untuk melakukannya. Efek inilah yang tampaknya masih menggejala di kalangan pegawai negeri kita, walaupun keberadaan sangat terselubung. Hal yang sama pernah terjadi  di Nigeria, dimana para pegawai yang jujur kehilangan integritasnya; mereka malah menyesali nasib mereka  yang buruk karena  gajinya yang  kecil, dan kemudian memuja para koruptor sebagai orang-orang  yang berhasil dan mengembangkan sikap-sikap yang menjurus kearah budaya menjilat.

Keenam, merebaknya Efek Pamer di kalangan pejabat yang korup. Ini memberi kesan bahwa korupsi adalah usaha produktif dan bernilai, sehingga para isteri koruptor biasanya menghiasi diri mereka dengan mobil-mobil luks dan tinggal di rumah atau vila mewah bak istana. Keuntungan dan nilai korupsi jadi tampak mencolok  sehingga orang lain pun ingin juga menjadi pejabat  yang korup. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan untuk mengungkap para pejabat yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi.

Ketujuh, munculnya Efek Psikosentris yang dialami oleh para koruptor dalam rangka menutupi kejahatannya. Efek ini merupakan sentralisasi dari motivasi, usaha dan respon-responnya sehubungan dengan tindakan-tindakan yang korup. Rasa tidak aman muncul dimana-mana. Pejabat-pejabat yang korup harus menyewa wartawan-wartawan  yang mau memutarbalikan berita untuk menyelamatkan nama baiknya. Guru besar yang korup akan sulit memusatkan perhatian pada penelitian-penelitian yang kreatif. Para pegawai negeri akan khawatir siang malam tentang laporan-laporan palsu yang dia berikan kepada atasannya, demikian pula atasanya.

Kedelapan, menggejalanya Efek Klimaktik menyangkut situasi yang berjalan dalam masyarakat yang korup. Barang-barang menjadi mahal karena ongkos angkutan yang naik sebagai akibat banyaknya pungli di jalanan, para orang tua putus asa karena anaknya ditolak masuk ke universitas walau nilainya baik, sedang anak-anak lain yang lebih bodoh dapat diterima melalui pintu belakang. Perasaan tak berdaya menyelimuti orang yang kalah perkara karena hakimnya telah disuap, masyarakat putus asa dan negara menjadi lembek. Kondisi semecam ini tampaknya masih menyelimuti pemerintahan SBY-Kalla yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi.

Klasifikasi terakhir dari efek korupsi yang dialami oleh masyarakat dan negara saat ini adalah efek enonomisnya. Pencurian dari pembendaharaan sumber daya pemerintah oleh para pejabat yang korup telah mempengaruhi penjualan dan pembelian. Belum lagi aneka bentuk penggelapan pajak. Semua itu sama dengan menggerogoti masyarakat dan pemerintah demi kepentingan korupsi. Segudang efek derivative korupsi yang bersifat kumulatif datang silih berganti dan masyarakat mengalami kerugian yang luar biasa  besarnya. 

Jika kita mencermati dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi maka kita akan semakin paham akan berbagai kemungkinan buruk yang menimpa masyarakat jika korupsi dibiarkan menjadi penyakit. Oleh karena itu, apa pun bentuknya korupsi memang harus segera ditanggulangi.  
Telaah kritis terhadap sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi akan memberi dasar untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah korupsi. Sesuai dengan sketsa pembahasan di atas yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang sangat sistematis dan membahayakan berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, maka pada sesi ini penulis akan mengulas berbagai alternatif pemecahan baik ditinjau dari segi struktur atau sistem sosial, yuridis, maupun segi etika aparatur atau ahlak.

Dengan memperhatikan berbagai faktor yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi, Kumorotomo (2005), merekomendasikan tiga alternatif pemecahan untuk menangkal terjadinya perbuatan korupsi, yaitu:

a. Cara Sistemik Struktural 

Cara ini didasarkan pada pertimbangan bahwa korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup. Yang dimaksud dengan “Suprastruktur Politik” adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 seperti Lembaga MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, dan pemerintah daerah beserta jajarannya. Dengan demikian, aparatur pemerintah atau administrasi negara merupakan aparat pelaksana dari suprastruktur politik. Sedangkan “Infrastruktur Politik” adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kewenangan hukum konstitusional tetapi dapat berperan sebagai kelompok penekan. 

b. Cara Abolisionistik

Upaya yang kedua ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Maka jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang  mengarah ke tindakan-tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menindak orang-orang yang korup berdasarkan kodifikasi hukum  yang berlaku. Jadi dalam menangkal korupsi kecuali menggunakan titik tekan metode kuratif, cara ini juga diharapkan menjadi perangkat preventif dengan menggugah ketaatan pada hukum.    

c. Cara Moralistik

Cara yang ketiga ini didasari oleh pemikiran bahwa faktor yang terpenting dari tidak pidana korupsi adalah faktor Perilaku dan mental manusia. Oleh karena itu usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia; seperti khotbah-khotbah, ceramah atau penyuluhan dibidang keagamaan, etika dan hukum. Disamping itu, pendidikan moral di sekolah-sekolah formal sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukan pengajaran-pengajaran etika dan moral dalam kurikulum pendidikan merupakan langkah yang patut dipertahankan bahkan harus ditingkatkan. 

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui langkah-langkah dibidang hukum sebagaimana disarankan oleh Romli Atmasasmita (2005). Dalam konteks ini ia merekomendasikan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui langkah-langkah antisipasi di bidang hukum sebagai berikut:

Pertama, pembentukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan  pemerintahan (negara) yang bersih  dan bebas KKN adalah merupakan  wujud dari langkah untuk menciptakan salah satu “good governance. Strategi besar pemberantasan KKN di Indonesia  dimulai dengan pemberlakuan  undang-undang  nomor 28 tahun 1999 secara benar, konsekuen, konsisten dan berkesinambungan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan:

a. Sasaran Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 adalah para penyelenggara negara sebagaimana dimaksud  dalam pasal 2 yaitu termasuk penyelenggara negara, lembaga tinggi negara, hakim, polisi, jaksa, pejabat BUMN/D dan bendaharawan proyek.
b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 merupakan rambu-rambu universal yang dapat mencegah KKN dikalangan penyelenggara  negara sehingga undang-undang  tersebut sesungguhnya  merupakan kebijakan  hukum yang bersifat preventif dengan mengedepankan pengaturan-pengaturan (regulatif) yang bertujuan  penataan tertib administratif dikalangan penyelenggara.

c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 telah memerintahkan  pembentukan komisi pemeriksa harta kekayaan penyelenggara negara (KPHKPN), yang merupakan suatu lembaga independen berlandaskan  perintah dari masyarakat yang memiliki wewenang “sub prema” dan “inqury” (penyelidikan).
d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 telah mengatur partisipasi publik untuk memperoleh informasi dan menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan negara dan berkomunikasi dengan komisi pemeriksa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KPHKPN).
e. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 mengkriminalisasikan kolusi dan nepotisme sehingga merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Penetapan kolusi dan nepotisme dengan suatu tindak pidana merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberantas KKN.

Langkah kedua, dalam bidang hukum adalah melaksanakan perubahan-perubahan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1999. Untuk mendalami latar belakang  pembentukan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi, maka akan diuraikan  tentang landasan filosofis  penyusunan undang-undang  nomor 31  tahun 1999, dan spirit moral  yang tertuang didalamnya, serta karakteristik undang-undang tersebut.   

Bangsa Indonesia masa kini tengah dilanda krisis kepercayaan dalam setiap segmen kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, perdagangan dan industri. Dalam bidang sosial   kita menyaksikan dan mengalami bagaimana bangsa ini tengah dilanda krisis kepercayaan terhadap lembaga perkawinan, lembaga musyawarah adat, lembaga pemerintah baik lembaga eksekutif, judikatif maupun lembaga legislatif, lembaga keuangan  bank dan non bank, lembaga  kepartaian, lembaga usaha baik yang bersifat “Publikrechtelijke” maupun yang bersifat “Privatrechtelijke”.

Krisis kepercayaan tersebut di atas, secara analisis makro (macro analysis) bermuara kepada satu penyebab besar yaitu belum dapat diciptakan suatu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kurun waktu hampir kurang lebih 60 tahun sejak diproklamasikannya kemerdekaan RI. Dalam sejarah  bangsa-bangsa, tiga kata kunci, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan sumber penyebab runtuhnya suatu rezim dan ketiga kunci itulah juga yang menyebabkan Indonesia dikenal diseluruh dunia terutama dengan penempatannya sebagai “The Champion” atau sekurang-kurangnya  menempati ranking ketiga dunia.

Melihat perkembangan KKN di negara ini, observasi penulis menunjukan bahwa berangkat dari suatu fakta pemerintah, analog dengan manusia yaitu mengenai sosok tubuh seorang yang berusia enam puluh tahunan dan mengidap penyakit menahun sedangkan kondisi fisiknya sangat sulit untuk dilakukan operasi dalam. Ada bagian tubuhnya yang harus diamputasi dan membiarkan bagian tubuh lainnya tetap berkembang. Secara konkrit menurut observasi penulis bangsa ini sudah kehilangan dua generasi potensial akibat KKN (generasi 45 dan 66), dan sedang  dalam pembinaan generasi penerus selanjutnya yang juga tidak ada langkah  konkrit dan sungguh-sungguh  untuk memberantas KKN, akan menjadi “Potential Victims” dimasa dekat ini.

Bertitik tolak pada deskripsi dan analisis tersebut di atas maka perlu diperkuat landasan hukum yang dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN sejak kini dan untuk masa depan. Sejalan dengan hal terserbut, spirit moral yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tampaknya memberikan arahan yang jelas mengenai  bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Secara substansial UPTPK memuat tujuh spirit moral sebagai berikut:

a. Mengikis komunitas yang selalu mengedepankan “supremasi” paternalistik secara tidak benar melalui ketentuan tentang larangan suap terhadap pegawai negeri.

b. Menghidupkan kembali kontrol internal sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga melalui ketentuan yang membolehkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakan perampasan atas harta kekayaan yang terbukti berasal dari korupsi.

c. Memberdayakan kontrol sosial eksternal melalui ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk memberikan jawaban atas pelaporan dimaksud dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak diterimanya permintaan atas pelaporan tersebut.

d. Menumbuhkan budaya malu (Shame Culture) baik dalam kalangan masyarakat luas maupun kalangan penyelenggara negara melalui ketentuan tentang kewajiban tersangka/terdakwa kasus korupsi untuk menerangkan asal usul harta kekayaannya atau suami/isterinya atau korporasinya dihadapan penyidik.

e. Menimbulkan hambatan-hambatan moral (moral restraints) untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui ketentuan tentang ancaman pidana minimum khusus dan maksimum yang tinggi, bahkan sampai pada ancaman pidana mati dan adanya ketentuan mengenai pidana tambahan yang sangat berat bagi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

f. Melembagakan budaya anti korupsi secara terus menerus dan berkesinambungan dikalangan masyarakat maupun dikalangan penyelenggara negara mengenai ketentuan tentang perlunya pembentukan komisi pemberantasan korupsi yang harus dibentuk dengan undang-undang dan peran serta masyarakat dan kewajiban pemberian informasi yang benar dan transparan tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi.

g. Menumbuhkan budaya kooperatif dikalangan penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi melalui ketentuan tentang pembentukan Tim Penyidik Gabungan di bawah koordinasi jaksa agung. Tim penyidik gabungan ini merupakan embrio dari komisi pemberantasan korupsi yang akan dibentuk dua tahun setelah berlakunya UUPTK, 1999.

Karakteristik suatu produk perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh baik aspek filosofi, yuridis dan sosiologis. Karakteristik yang hendak digambarkan dalam uraian ini adalah karakteristik dari aspek yuridis. Kemudian, undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTK, 1999) dalam tatanan hukum pidana nasional, merupakan undang-undang pidana khusus yaitu undang-undang tindak pidana murni yang memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana telah diatur baik di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun di dalam undang-undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau dikenal dengan KUHAP.

Karakteristik pertama, yang membedakannya dengan undang-undang TPK 1971, tindak pidana korupsi dirumuskan secara formal (delik formal) bukan delik materil dimana pengembalian (kerugian) keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa. Karakteristik kedua, pengaturan tentang korporasi sebagai subyek hukum, disamping perorangan. Karakteristik ketiga, pengaturan tentang wilayah berlakunya atau yurisdiksi kriminal yang dapat diberlakukan keluar batas teritorial Indonesia.  Karakteristik keempat, pengaturan tentang sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang atau “Balance Burden of Proof”. Karakteristik kelima, pengaturan tentang ancaman pidana dengan minimum khusus, disamping  ancaman maksimum. Karakyteristik keenam, ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan. Karakteristik ketujuh, pengaturan tentang penyidikan gabungan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya di bawah koordinasi jaksa agung. Karakteristik kedelapan  pengaturan tentang penyidikan kedalam rahasia bank yang lebih luas dengan diawali dengan pembekuan rekening tersangka/terdakwa atau freezing yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan atau seizure. Karakteristik kesembilan, pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial dipertegas dan diperluas sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif, mirif dengan “Whistle Blower Act”. Karakteristik kesepuluh, telah mengamanatkan pembentukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang bersifat independen, dengan keanggotaan terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat serta pengangkatannya harus mendapat persetujuan DPR.

Langkah ketiga, yang tengah dilakukan pemerintah adalah mempersiapkan pembentukan Komisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI)  yang harus sudah dibentuk paling lambat tanggal 16 Agustus 2001. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999.

Dengan bantuan Asian Development Bank (ADB) Direktorat jenderal hukum dan perundang-undangan telah membentuk tim persiapan pembentukan Komisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) yang beranggotakan 17  (tujuh belas) orang yang terdiri dari instansi pemerintah, LSM, dan swasta  nasional. Tim ini terdiri dari 3 (tiga) sub tim, yaitu sub tim diseminasi  undang-undang nomor 31 tahun 1999, sub tim studi banding ke Singapura, Malaysia dan Hongkong dan sub tim pembentukan lembaga KAKI.

Langkah kelima, adalah penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Money Laundring). RUU ini merupakan langkah hukum pertama dan terakhir dalam menuntaskan kasus kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi negara, seperti korupsi  perbankan, penyelundupan narkotika, perdagangan wanita dan perjudian.

2. Strategi Penataan Aparatur Dalam Pelaksanaan Good Governance
Disamping upaya penanggulangan bahaya korupsi sebagaimana di jelaskan di atas, dalam menghadapi abad 21 yang penuh kompetitif diberbagai sektor itu, diperlukan pula adanya konsep birokrasi yang diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan sebagai manifestasi dari penciptaan good governance. Dalam konteks ini David Obsorn dan Gaebler (1992) menyampaikan sepuluh konsep birokrasi sebagai berikut:

a. Catalytic government: Steering rather than rowing. 
Aparatur dan birokrasi berperan sebagai katalisator, yang tidak harus melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian aparatur dan birokrasi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik.
b. Community-owned government: empower communities to solve their own problems, rather than marely deliver services. 
Aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti koperasi, LSM dan sebagainya, perlu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan lain-lain.
c. Competitive government: promote and encourrage Competition, rather than monopolies. 
Aparatur dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor usaha swasta dan pemerintah bersaing dan terpksa  bekerja secara lebih profesional  dan efisien.

d. Misssion-driven government: be driven by mission, rather than rules”. 
Aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian apa yang merupakan “misinya” dari pada menekankan   pada peraturan-peraturan. Setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan misinya.

e. Result-oriented government: result oriented by funding outcomes rather than inputs.

Aparatur dan birokrasi hendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik. Instansi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding instansi yang kinerjanya kurang.

f. Customer-driver government: meet the needs of the customer rather than the bureaucracy.

Aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri.

g. Enterprising government: concentrate on earning money rather than just speding it.

Aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya. Dengan demikian para pegawai akan terbiasa hidup hemat.

h. Anticipatory government: invest in preventing problems rather than curing crises. 
Aparatur dan birokrasi yang antisipatif. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Lebih baik mencegah terjadinya kebakaran daripada memadamkan kebakaran. Lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit. Dengan demikian akan terjadi ‘mental swich’ dalam aparat daerah.

i. Decentralilazed government: decentralized authority rather than build hierarcy. 
Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hirarki menjadi partisipatif dengan pengembangan kerjasama tim. Dengan demikian organisasi bawahan akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan.

j. Market-oriented government: solve problemby influencing market forces rather than by treating public programs.
Aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar. Pasokan didasarkan pada kebutuhan atau permintaan pasar dan bukan sebaliknya. Untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan pasar. 

Dari kesepuluh prinsip tersebut sebenarnya ada tiga konsep utama yang sangat mungkin untuk diadopsi dan dikembangkan di Indonesia, agar proses transformasi aparatur dan birokrasi kinerjanya semakin menuju kepada merit system, birokrasi pemerintahan yang representative dan accountable.

Melengkapi konsep di atas, Obsorn dan Peter Plastrik (1996) menyampaikan lima strategi untuk pengembangan konsep Reinventing Government yang dikenal dengan istilah “The Five C’S”, sebagai berikut:                    

a. Strategi inti (core strategy), yaitu trategi merumuskan kembali tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk otonomi daerah melalui penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan serta peran-peran kelembagaan serta individu aparatur penyelenggara pemerintahan.  

b. Strategi konsekuensi (consekquency strategi), dalam hal ini perlu dirumuskan dan ditata kembali pola-pola insentif kelembagaan maupun individual, baik melalui pendekatan manajemen kompetitif, manajemen bisnis (komporatisasi dan privatisasi), atau manajemen kinerja (performance management).

c. Startegi pemakai jasa (customer strategy) aparatur birokrasi dalam hal ini perlu melakukan reorientasi dari kepentingan politik pemerintahan, serta orientasi pada kepentingan kelembagaannya, kearah kepentingan  pemenuhan kebutuhan berdasarkan pilihan-pilihan masyarakat (pemakai jasa publik), peningkatan kualitas layanan, serta kompetisi pasar yang sehat.

d. Strategi pengendalian (control strategy), yaitu adanya perumusan kembali dalam upaya pengendalian organisasi, mulai dari: (1) Pengendalian strategis yang merupakan proses perumusan dan penetapan organisasi, (2) Pengendalian manajemen, yang merupakan pengendalian dalam menjaga agar pelaksanaan tugas (actuating) sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, (3) Pengendalian tugas sebagai pengendalian yang sifatnya pelaksanaan (operasional). Ketiga pengendalian ini bisa dikembangkan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan yang bertumpu pada kekuatan aparatur seperti gugus  kendali mutu (Total quality control)

e. Strategi budaya/kultur (cultur strategy), yaitu adanya upaya reorientasi perilaku dan budaya aparatur serta birokrasi yang lebih terbuka dan mampu me-revitalisasi dan mengadopsi nilai-nilai budaya (baik budaya lama maupun baru), yang lebih menyentuh niali-nilai keadilan dan hati nurani.

Agar lembaga pemerintah lebih mampu melaksanakan fungsi kepemerintahan yang baik (good governance), perlu diciptakan suatu sistem birokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Memiliki struktur yang sederhana, dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan (pengembangan kebijakan dan pelayanan) secara arif, efisien dan efektif.

b. Mengembangkan hubungan kemitraan (partnership) antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat yang bersangkutan (tidak sekedar kemitraan internal diantara sesama jajaran instansi pemerintahan saja). 

c. Memahami dan komit akan manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.

d. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya motivasi, kemampuan dan keberanian menanggung resiko (risk taking) bernisiatif, partisipatif, yang telah diperhitungkan secara realistik dan rasional.

e. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas yang diakui dan dijunjung tinggi secara bersama-sama dengan masyarakat yang dilayani. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi kepada masyarakat  yang dilayani (client centered) inklusif (mencermikan layanan yang mencakup secara merata seluruh masyarakat bangsa yang bersangkutan, tanpa ada perkecualian); administrasi pelayanan publik yang mudah dijangkau (accessible) masyarakat dan bersifat bersahabat (user friendly); berasaskan pemerataan yang berkeadilan  (equitable) dalam setiap tindakan dan layanan yang diberikan  kepada masyarakat; mencerminkan wajah pemerintah  yang sebenarnya (tidak bermuka dua) atau tidak menerapkan standar ganda (double standards) dalam menentukan kebijakan  dan memberikan  layanan  terhadap masyarakat; berfokus pada kepentingan  masyarakat dan bukannya kepentingan internal organisasi pemerintah (outwardly focused); bersikap profesional dan bersikap tidak memihak (non-partisan).

E. KESIMPULAN
Implementasi konsep good governance merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, political will dari berbagai pihak terutama pemerintah untuk mewujudkan konsep tersebut perlu dorongan dan dukungan dari semua elemen bangsa. Pada posisi lain, keterpurukan bangsa yang diakibatkan oleh perilaku “busuk” aparatur pemerintah  seperti maraknya  tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tampaknya perlu disikapi secara serius oleh semua fihak. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipasi dan penangulangan baik dalam perspektif hukum, struktur sosial, maupun moral seyogyanya dilaksanakan secara konsekuen dan tidak pandang bulu. Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan dengan mulus jika maraknya kasus KKN tidak ditanggulangi secara profesional.
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GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ETIKA BIROKRASI MENUJU TERWUJUDNYA PERILAKU APARATUR YANG BERSIH DAN BEBAS KKN





Abstract





This article describes the importance of implementing good governance in ethical perspectives related to apparatus behavior as part of creating a government that is clean free from corruption, collusion and nepotism. Good governance is a must that can not be bargained anymore, therefore political will from various parties, especially the government to realize the concept needs encouragement and support from all elements of the nation. In another position, the nation's deterioration caused by the "rotten" behavior of the government apparatus such as the rampant acts of corruption, collusion and nepotism (KKN), need to be addressed seriously by all parties. Therefore, various measures of anticipation and overcoming both in the perspective of the law, social structure, and morals should be carried out consistently and indiscriminately. Good governance in the administration of government will not run smoothly if the rampant cases of KKN are not dealt with professionally.
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